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BUPATI KEPULAUAN AR,

bahwa pembangunan keschetan merupakan baglan

integral dari Pembangunan Daerali dalam mewujudkan
masyarakat Kabupaten Kepulavsn A yang sejahters
schal dan produlkti

bahwa delam rangka upaya meningkatitan mutu dan

akseaibilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerahh Cendrawasih Kabupaten Xepulauan Aru perlu

kelangsungan pembiaysan dan dukungan swmberdaye
yang memadal;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang
Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajk Daerah dan
Retribusi Dacrah dan Undang - Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah 3Sakit Pasal 50 ayat (2), maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomeor ...
Tahun 2005 fentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
perlu ditinjau dan diatur kembali;

batmwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hwuf a, huraf b huraf ¢ perlu
menetapken  Peraturan Daerah  tentang  Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umuam Daerah
Cendrawagsih Dobuo;
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Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945,

Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tfentang
Keuarigpnn  Negara  (Lefhbaran Negara  Republk
Indonesgia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 (entang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Semm Bagian DBarat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang
Perbendaharaan Negara (Lembatan Negara Republik
Indonesia Talhua 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pongcelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Talhun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Takbun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembarat MNegara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2009 Numor 112 Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomeor S038);
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Undang-Undang Nomior 28 Tahun 2009 tefiteng Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambshan
Lembaran Negara Nomor S045);

Unidang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang
Kesehatan {Lémbaran Negaia Republik Indonesia
fahiin 2009 Nomor 144, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35 063

Untdang-Yndang Nomor 44 Tahun 2009 tentarnz Rumak
Sakit (Lémbaran Negara Republik Indonssia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3072);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permmerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nagam Republik Indoncsia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan K=dua Atas Undang-Undang Nomot 23
Tahun 2014 téentang Permerintahan Daerah (Leimbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53679),

Peraturan Pemeriniah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuazngan Badan Layvansn  Unnam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemetrintah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Péaraturan Pemerintah KNamor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Fahun 2005 Nomor 140, Tatiibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peératiiran Pémerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan  Penerapan  Standat
Pelayanran Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinesan dan Pengawdsan Penvelenggaraan
Pemerintalian Daerah (Lembaran MNepara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Penierintah Nomor 8 Tahun 2006 tertang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembarazi Negara Republik Indonesia Tehun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peratiran Pemerintah Nomor 38 Tabhun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daeralr KabupatenfKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahwn 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593};

Peraturan  Pemerintah Pengpanti  Undang-Undang
Nomeor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Nomor 5589);

Peratiiran Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006
tentang Persyaratan  Administratif dalam  Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah  untutk  Menerapkan Pola Pengelolaan

‘Keuangan Badan Layanan Uniuum;
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tetitang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawal Hadan
Layanan Urnurn,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Norfior 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanat Umum Daerali;

Pergturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Perserc)
dan  Angoota Kelgarganya di  Puskesmas, Balal
Kesehatan Magyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
Peraturan Menteri Keschatan Nomor
411/Menkee/PER/II/2010  tenteng — Laboratorium
Klinik;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahiun 2015
tentang Pembentultén Produk Hukum Daerah;
Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauen Aru Nomor 2
Tahun 2012 tentang Renceria Pembangunan Jangks.
Menengah Daersh Kabupaten Kepulauen Aru Tahun
2011-2015;

Dengan Persetujuan Bersama

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

' Menetapkan

dan
BUPAT] KEPULAUAN AR

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAI TENTANG RETRIBUSI FPRLAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CENDRAWASIH DOBO.



BAB I
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

L

Retribusi Pelayanan Keséhatan adalah pelayanan kesshatan di
Puskesmas, Puskésmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan,
Rumab Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis vang dirhiliki danfatan dikelola deh Pemerintab Daerah,
kecuali pelayanan pendaftaran,

Pasien adalah setiap orang | yang melakukan Xkonsultasi masalah
keschalanniya, yniuk mempereleh pelayanan kegehatin yang dipeplukan,
baik secara langsung meupun tidak Jangsupg di Rumah Salkit,

Rumeh Sakit Umum Daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru yang
selanjutnya disebut REUD adaleh Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola.
oleh Pemerintah Daeroh dalam rangke melaksanskan fungsi pelayanan
publik di bidang pelayanan kesehatan perorangan yeng telah ditetapkan
sebagal Badan Layanman Umum Daerah (BLUD] dengan status penuh
betdasarkan Peraturan Daersh Nomor 6! Tehun 2008 ‘tehtang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kepulaian Ar

Pelayanan Kesehaten rdelah segala kegiatan pelayanan kesehatagn di
RSUD meliputi semua kegiatan pelayanan kesthatan paripurna yang
diberikan kepada seseorang atau bedan delarm bentuk pelayanasn rawat
jelan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang
medilc, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik atau pelayanan
kesehatan lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
AFPBED adakh Anggaran Pendapalan den Belanja Daerah Kabupaten
Kepulatan Aru |

Pelayanan Penunjng Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka
menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium,
pemerilksaan radiﬁdia@ostik dan/fatau pemerilzsaan diagnostik
elektromedik.

Biaya Satuvan {Unit Cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit

layanam.
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Tarif retzibusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi
adalah sebagian atsli seluiuh biaya penyedisar! pdayanan keschatan dan
paayansan kesehatan ldinnya yang ada di RSUD, yang diiebankan kepada
pasien/masyarakat/penjamm yang disusun berdasarkan biya satuan
(unit  cost) déngan tetsp  mempertimbangkan — kontinuitas  den
petigembangan matu layanan, daya beli masjurakat sorta daya saing
pelayvanan sejenis. '

Jasa Pelayanan sdalah imbalém jasa. yang diterima oleh  pelaksana
pelayanan atds jea yang diberikan kepada pasien dolam  rangks
cbservasi, disgnosis, "ttra'.pi, tindakan medik, tindeaksn keperawsatan,
rehabilitasi, pelayanan penunjang medik.

Pelayenem Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk
pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik dan pedayanan kesehatan
lainnya tanpa rawat inap. '

Pelayanan Gawat Daruraf adalah pelayanan kesehatan vang harus
diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko
kematian atan kecacatan

Pelayanan Rawat Inap adaleh pelayapan kesehatan kepada pasien untuk
pemeriksaan, observasi, konsultasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
rebabilitasi medik danjatau pemubjeng medik dengan menempati tempat
tidur.

Pelayanan Rchabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan
vang diberikan oleh Unit Rehabilitesi Medik dalam bentuk pelayanan
fisioterapi, trani okupasional, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan
sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

Biaye Akomodasi adalah tiaga kamar perawatan yang meliputi pelayanan
asuhan keperawatan, penggunaan linen, fasilitas karhar sesuai kelasnya,
peralatan medis tertentur dan pelayanan dasar di mang rawat inap. Blaye
akomodasi beluinftidak termasuk makanan non diet dan dict pasizn
seguai rekomendasi dokter yvang merawat yang ditétapkan tersendiri

Visite adalah kunjungan tenaga médk di ruang perawatan jor sie) dalbm
rangka obsgervasi, diaghosis dan terapl yang inerupakan bagian asuhan
mmredis sclama pengobatan danfatEn perawatan.

Pelayanan Medik adalah asuban medik oleh tehaga rmedis sesuai hidang
keahliannya meliputi visite, konsuliasi medik, tindakan medik operatf,
tindakan medik non operatif, tndakan medilk anestesi, tindalcan medik
psikiatrik, rehahbilitasi medik maupan penun jang medik
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Tindakan Medik Operatifl adalah tindakan medik pembedaban yang
mampu dilaksanakan sesuvai kompeténsinya oleh tenaga medik unfuk
keperluan  diagnostik aftawu  terapi dengan cara pembedahan/cperast
dein/atan pertolongan persalinan, yang dilakuken 4 kamar gperasifleamar
tindakan dengan atau tarpa tindakan anestesi (pembiusan). .
Unit Pelsyanan Fatfhasi yang selanjutoya  disebul UPF adalah  unit
layanan (dcpo) Farrhasi RSUD yang meérnberikan pelayanan cbag abt
kesehatan dan/atdu sediaan farmas laindya di luar kKompeonen pss.

‘sarans taff retribusi

Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan trapsportasi pasien
dengan mobil khusus penganghst pasien (ambulans) dengan/tanpa
disertai petupas keperavwatan/ tenaga medis

Badan Layanan Umum Pesrah yang selanjutnya disingkat DLUD adalai
Safuan Kerjp Perangkat Daerah arau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintsh Dacreh yang dibenfuk untule
memberikan pelayanan kepada masyaralkat berupa penyedinan barang
dan/atau psa yvang dijual tanpa mengnitamakan mencari keunfungan dari
daltm melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

BAR T
ASAS MAKSUD DAN TUJUAN
RETRIBUSI PHELA YANAN KESEHATAN
Pasal 2

Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesebatan dilaksanakan
berdasarkan asas kcmanusiaan, asas anfaat, asas keadilan (hon
diskriminatif), asas partisipatif, keamenan dan keselamatan pasien
yang diselenggarakan secara transparan, ecfektif dan efisien seta
akuntabel.

Maksud pengaturan retribusi  pelayanan  kesehatan RSUD  untuk
menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (susfainabilitas)
pelayanan kesehatan RSUD  sesual standar yang ditetapkan, agar
magyarakal, petnberi pelayanan (provide) dan pengelda RSUD  dapat
terlindungi dengari baik.
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Tunmn pengsturan Retribusi  Pelayanan  Kesehatan RSUD  dalam

Peraturan Deerah ini adalah : |

a. terwujudriya masyarakal Kepulauan Aru yang sehat dan kreatif;

b, terselenggaranya mutu pelayanan. kesehatan di ESUD sesusi stendar
yang ditetapkan; _

¢. tersedianya jenis pelayanam kesehiatén di R3UD sesual dengan
perkembangan hidang itma keédokteran, keéperawstan dan bidang
manajamen pelayanan kesehatan serta sesaai kebutithan masyaralkar;

¢ theningkatiya Kapasitas dén polensi RSUD secara berhasil guia dan
berdaya. guna sesiiai perkemabangan Sosial ekonomi  masyarakat
Kahu;:lateﬁ Kepulsuan Ang

e terlaksananys program dan kegiatan operasional RSUD sesuai dengsri
Rencana Pembanguman Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) dan Rencaha
Pembanguman Jangka Menengah Deerah [RPJVMD) EKabupaten
Kepulauan Arg dan |

f. terwujudnya peran serfa miasyarakat dalam pembiayian pelaganan
kesehatan 4i RSUD.

BAB M
ESBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAT KESEOATAN
Pas=al 3

Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat Khusus vang
dijamin/ditanggung oleh Pemerintah. atau Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Kabupaters, malka  dibehaskan dari retribusi  pelayanan
keschatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bdanj
Negare dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan/atau  Anggaran Pendapataf dan  Belanj Daerah  Pémerintsh
Kabupaten

Dalam hal Kejadian Luar Biasa {ELB) penyakit memiar dan/atau
bencana alam yang dinyataken secara resmon oleh Pemeriritah Kabupaten,
masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi
pelayanan kesehatan tertenm sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Penpgantian pernbebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) yang menjadi lkewenangan Pemerintah Kabupaten
dibebankan pada APBD schagai subsidi pelayanan kesehatan sesual
ketentuan Peraturan Perundang-Uendangzn dan diatur dengan Peraturen
Bupati



“

=)

®

(&)

Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokisran atau
perkermbafi gaf1 kebutulian masyarakat ala penambaban jenis pelgyanan
lteégehstan atan dalri béntok paket pelaysnan lain, maka peiatmibibhan

jenia atay paket pelayanan tersebo diaha dalsm Peraturan Bupati

Dalam tenjalankan fungsinga guna meningkatkan muatuz dan
akseshilitas pelayanan kesehatan di RSUD, Direktur dapat melakulkarn -
kerjpsama operasional, melpidi:
& Lkerjasama pelayanan kesehatah dengan phalk letiga;
b kerjasama mendatangkan dokter spesidlis tamnt
¢ kerjasarha pendidikan dan pepelitian & bidang keschatan; dan
il * kerjasama penyediaan peréalatan medilc dan/atat penunjang medik.
Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana dimaksud
pada avat &) hurif d, harus menjamlin mutu dan akses pelayanan
kesehatan bagi magyarakat mmskin
Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi karban tindak pidana dibebaskan
dari retribusi pelayanan dan dijamin deh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan/ atan Pemerintah KEabupaten sesuai Peraturan Perundangan.
Tarif rettibusi vang diatir dan ditetapkan dalam Peratwran Daerah ind
melipuii:
a.  pelayanan akomodasi don perawstan kelas IIT
b pelayanan pasien umim;
¢ pelayanan kesehatan non kelas terdiri darl resvat darurat, rawat jalan,
rawat bayi (necnatologi) dan pemulasaraan jenazah;
pelayanan penunjang medis, rehabilitasi medis dan gzl klinilg; dan
e pelyanan keseharan lninnya terdiri dari transportasi pasien dan
transportasi jenazah, pelayanan administrasi rekam medik dan lartu

pasien.




%) Tarif Retribusi Pelajra.nﬂn KEEEEIBTEII dﬂﬁtapkan sebaga_l be:rlkut

! _ i I{:Inpanen Tant' {%i
: _ Jefis Leyrarnan —Jenis | Sasa
. Pelayenan | Sdrana |

Pendaﬁ}l‘rm Pasm‘n [Ir'-"\:|]1_l-r_h_r|_11-:,F UGD B‘C.NEK] . 30 T
Pelayanan Polildinik Umium 40 60
‘ Pelayanan PolidiniE, Spemaln “30 60
Playanan Rewat Insp D 60

" Rawat Inzp denpan deﬂkanfﬂperam ‘ a5 T 85 |

- P'encucmn dar; Pergimian Tabling Oks:gen 46 60 ) h_“

Pangelu]aan Surnpah [lambah Medss TR 60 1
“Bemulararan Jenazah Py 55
Dikiet Kesehatan jPenelitian jSurvey; Prajciic 45 55
Peman fagtan /Sewa Sarana Rumah Sali 0 &0
Faridran A 60

Pertamatian i BT
T sunde 40 60
Gas Medis s S - ]
Keliatrikan ) €0
“Pemeliharasn dan Penyimpanan Asel g b
‘ Kﬁmananfﬂecuﬂqr ) )
Manajerien 55 60"
Benyehatar, Lingikurigan 3" &0
Pengendalian Penyalat 40 60
Lavanan Rujukan Lamjutan 4> 55
“Tayanan Mesyarakat Miskin Non BPJG ) 60
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENCCQUNAAN JASA
Pasul 4
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :
. a  jenis, klasifikasi, dan frekuensi peayanan keschatan yang diterira oleh

pasien,

B untul pelayanan pendidikean dan penehitian beérdasarkan kategorl peserta
didik ataun peneliti, lama pendidikan atau pencliien dan jumiah peserta
atan1 rombongan untuk studi banding;. daa

¢ wituk pelayanan transportasi pasien dibitung berdasarkan pemalkaian
kilomeler, jumlal dan jenis tenaga besehatan yang menyertai



BAB V
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN BESARNYA
RETRIBUS! PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

(1} Prinsip peretapsn bamn retribusi  pelajanan kﬂsehatan addlah unmk
- menifigkatkan muti dan aksesibilitas pelaydmin kesehatan dan pelayanan
laitmiva di RSUD. _

(%) Samaran perietapan besaran refribusi pelayanan kesehatan dititjukan
untule menurup sehapgian biya ataw séhiruh  biaya  penyelenggaraan
pelayanan serta tidak mengutamekan metieari keuntungan (nir lab)
dengan tetap memperhatikan kemampusn ekonomi masyarakat dan daya
saing pelayanan sejenjsnya.

(3) Btrulitur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan Jainnya, tendiri
dari komponen jasa suruna dan jusa pelayanan.

(4) Kommponen Jasa sarana dihitung berdesarkan baya satuan (Unit Cost) per
jenis produk layanah meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung,

(3} Komponen jasa pelayanan religuti jasa medik dan non medik.

BAB V1
NaMA, ORJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Name Retribusi
Pasal 6

Demgan  nama  Retrbusi Pelayanan  Kesehatan  dipungut retribusi  atas

pelayanan kesehatan dan pelayanan lainhya d RSUD.

Bagmn Kedua
Ob ek Retnibusi
Pasal 7

(1} Objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi setnis jenis dan klasifikasi
pelayanan keschatan den pelayanan lainnya di RSUD, kecuali pelayaisn
pclida.ftafan

(@) Dikecualikan dari objek retribuai pelayenan kesehatan melipuli pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi, BUMN,
BUMD dan/atau pilak swasta.



Baginn Ketiga
Sub jek Retribusi
Pasal 8

{1} Subjek Retribusi Pélayanan Kesehatan adilzh ordng pribadi atau badan
' (pEfjaiin) yﬂﬂg mengpunskanfmienikmati pelaysnan kesehatan  atau
kemghfaatan wnum laingiva wing diselengpafalan RSUD.

{2) Wgjib Retribusi adalah orang pnbethi aten Badah {penjamin yang mefnarul
ketentuan Perdtiiran Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribyal, termasulk pemungut retribusi pelayanan keschatan.

Bagian Keernpat
Golongan Retnbus; -
Pasal 9

Retribusi pelayanan kesehatan digolongan sebagai retribusi jasa urmun untuk
peniyedioan pelayanan public dan kemanfaatan wnum lainnye kepada
masyeiekat Kabupaten Kepulanan Ara

BAE VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS] PELAYANAN
Pasal 10

Struktur dan  besarnya tarid retribusi pelayanan kesehatan gebagaimans
dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (99 d RSUD ditttapkan sebagaimana tercafitum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peratiran
Dagralh ind.
BAE VI
JENIS DAN KLASIFIKAS! PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 11

(1} Jenis-jenis pciay-anan schagai objek retribusl sebegaimana dimeksud
dalam Pasal ¥ ayat {I) melipuat::
a pelayanan kesehatan;
b pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
c. pelayanan keschatan lainmiya, terdin dari:
1. pelayanan transporiasi pasien [ambulan) dan transportasi jeénazah;



pelayanan adniinistrasi dan rekam medik;
pelyanan administras) kenangan;
pelayanan sterilisasi dan binatu;
pelayanan pembakarén sampeh medik (i nceneratorf dan
6. pelayznan pengolahan Bmbah cair ([PAL)
(@) Klasifikasi peldyansan keschatan dikelompokkan berdasarkan :
a. Kelas Perawatan {akomodasi), melipuli:
1. Kelas IIE
2. Kelas 1L
3. Kelas &
4. Kelas Utamaydan
5. Non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif dan invasif, Rawat
Intermediate, Rawat Isolasi, dan/atau rawat bayi (nconatus),

S TS

b. Kategori pasien, melipufi-
1. Pasien wmum, yang berasal dari pasien rawat jalan, Kelas III, Kelas
0, dan non kelas : dar
2. Pasien privat, vang berasal dari pasien kdas [ dan kelas Utama.

(3) Klasifikasi pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tdak
dibedakan mutu pelayanamyae, perbedaan ada pada penyediaan fasilitas
dan sarana sesuai dengan bentuk pelayanan privat dapat memilih sesuai
ketutuhan dan kernamnpusmmya.

4 Jenis-jenis Pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif retribusi
pelayanan keschatan schagaimana dimaksud pads ayat (1) hunif a
meliputi:

pelayanan rawsat jalan;

pelayanan rawat darurat;

pelayvenan rawat inap;

pelayanan rawst intensif dam irwa=mf;

pelayanan rmedik;

pelayanan keperawatam;

pelayanan penunjang medik;

pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;

pélayanan pengujiatt kesehatan pelayanan rawat sehari,

pelayanan transfusi darah dan pelayanan terapi oksigen;

pelayanan farmasi;

pelayanan gizi klinik; dan

m pelayanan pemulasaraan jenazoh.
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_ BAB IX
'PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 12

R3UD memberikan pelayanan dan peawatan ‘pasien rawat jalan. _
Setiap pemeriksaan kesehatan wmum pasien rawat jalan dikenskan tarif
refribusi yailg bedaku har i diwajudkan dalam bentuk karcis harian
atanl dolumen lain yang dipersamalcan.
Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a Rawat jalan spesialis menggunakan rujukan; dan
b Rawat jalan spesialis tanmpa menggunakan rajukan.
Keterituan pelayanan dan perawatan penderita rawat plan sebhagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetaplzan sebagai berikut :
a. dilaksanakan di poliklinik seswal dengan pernyakit yang dideritanya;
b dalam hal pasien membutubkan konsul antar pdi spesialis pada barl
yang sarha dikenakan tarif kongultasi antar poli spesialis;
¢. dalam hal jumlah konsul antar pdi spesialis lebih  dari  saty,
sedangikkan jam buka pelavanan sudah habis maka  konsuliasi
dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan taril pemeriksaan
kesehatan umum (karcis barian) di poli spesialis vang bersangkutan;
dan
d. Pasien dengan penjaminan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
scsuai dengan asal penjamin,
Setiap pasien baru wajb memiliki kartu berobat sebagai nonor identitas
pasien yang berlkhku seumur hidup (single identity). Dalam hal pada saat
kunjungan ulang tidalk memunjukkan karta bercbatnya, karena berbagai
sebab, maka diberlakukan sebapasi pasien baru dengan rnsikb riwayat
penyakit dan perawatan sebelumnya tidek dapat dilacak jretrievad) dan
disediakan dokumen rekam medikiya yang lara.
Setinp pasien rawst plan dikemakan tarif refribusi pelayanan sesuai
jumlah dan jemis pelayanan yang diterimanya.
Jenis-jenis pelayanan rawat jalan mmelipui :
a. Pelayanan Poli Umum dan Poli Spesialis;
h Pelayénm gigi dan mulut;
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¢ Pelayanan Kesehatan Thu dan Anak: (KIA), Keluarga Berencana (KB),
" tumbuh kernbang dan Keschatan, reprodulkss;

d Pclayanan rehabi litasi medik:dan

& Pelaysnan konsultasi gizi dan kansultasgi obat.

Pelayanair Pdi Umam Dan Poli Spesialis
Pasal 13

Pelayanan Poli Uniuet di layani oleh dokier wroum meliputi :

a pemeriksaan kesehatan mmuom;

b, tindakan medik urmum rawat jalan; dan

c konsultasi medik.

Setiap pesien poli wmnmum yeng mendapatkan pemeriksaan  keschagan
urmum dikenakan tarif refribusi.

Setlap tindakan medik rawal jalani dikenakan tarf retiibusi gesuai dengian

Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya

Dalern hal pasien umum membutuhken konsultasi dokter spesialis
cikenakean tarifl konsultasi antar poliklimlk, sepanjng dilakuken pada hari
yang sama,

Pasal 14

Pelayanan Poliklinik Spesialis rewat jalan dilayani oleh dokter spasialis

yang dimiliki R8UD, melipuri:

a pemeriksaan kesenatan spesialis, diklasifikasikan berdesarian dengan
Tujukan atau tanpa rujukean; '

b tindakan wmedik spesialis rawat jalan; dan

¢ konsultasi dokter spesialis.

Setiap pasien poliklinik spesialis yang mendapatken pereriksaan

késehatan spesialis dikenakan tard retribusi sesual kla=fikast rojukannya

Setiap tindaken medk rawat jalan dikenakan taril rciribusi scsuai

dengan jumlah dar jenis pelayanan kesehatan yang diterimenya.

Besaran tarif retrbusi dokter spesialis tamar yang meinberikan pelyanan

& poli spesialis sesuai bidangnya, untuk jasa sarana sesual dengan yang

diatir dalam Persturan Deerah ini, sedangkan jasa pelayanannya

disesuaikan dengan perjanjian kerjasama.

Dalam hal pasien spesialis membutuhken kensultasi dokter spesialis

dikenskan tarif konsultasi aniar poliklinik, sepunjang dilakukan. pada han

vang sama
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Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
Pasgal 15

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mitut, meliputi -

a ‘pemeriksdan kesehiatan gigi Wmum;

b tindakan medik gigi dan mulu (operatf dan non operatif) daser dan
 spesialistik;

c. pelayanan konsultasi medik gigh dad mulg; dan.

d pelayanan prostesa gig.

Setiap pelayanan kesehatan ggi dan muhnt dikenakan tadf retribusi
meliputi komponen jasa sarana dan jesa pelayanan.

Tarif retribusi pelayanan prostesa gigi tergolong dalam pelajanan psasien
privat sesuai bentuk gigi palsu, jenis bahan dap pemasanganmya,

Taznf Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Muhit sebagai berkuit:

Knmponcﬁ Tarif [%)
Jasa Pelayanan | Jasa Sarang

Jenis Layanan

.Fc:ﬁeﬁkaaan . ' 40

&0
Tindaican 45 8
K ontral 30 g

(2)

(3

Paragraf 4
Pelayanan Kl4, KB, Tumbuh Kernbang dan Kesehatan Reproduksi
Pasal 16

Pelayanan Kesehatan I[ba dan Anak, Keluarga Berencama, Tambuh
Kembang dan Kesehatan Reproduksi d RSUD meliputi:

8. pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONER);

b pelaranan kesehatan anak dan imunisasi;

¢ peaszanan Keluaiga Berencana; dan

d. pelavanan keschatan rcprodulsi. ,

Seliap pelayanan Kesehatan bu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB,
Tumbuh Kembang dan Kesehatan Reproduksi dikenakan tarf retiibusi
pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan

Pelayenan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan
normel dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik (per
vaginam atau opersif) serta Kategori tenaga keschatan yang menolong
{bidan, dokter, dokter spesialis)
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kotripleksitas kondisi bayr dan pepgggithaan pefalatauy medik umuk
melakitkan resnsitasi.

Pelajenan KB diklasifikasikan berdasarksn tingkat kesulitan  dan
komplikasi pemasangen sesuai jends alat konirasc pai scita Kategori fensga
kiesehatan yang melaksanakan pélayanan.

Paragrafl 5
Pelayanan Konsulasi Rawsr Jalan
Pasal 17

Jenis jenis pelayanan konsuitasi pagien rawat jalan, meliputi;

a. kensultasi medik;

b konsultasi Volutitary Conseling arnd Testing (VCT);

¢ kansultasi gizi, dan

d kansultesi farmas (konsultasi obat).

Setiap pelayanan konsultasi rawat jalan diléneken tard retribusi melipud
komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kegawaldaruralen
Pasal 18

RSUD memberikan pelayanan dan peramatan pasien pawat darurat.
Pelayanan ravat darurat melrpnti:

a Rawat jalan; dan

b Rawat inteérmediate.

Perrleriksaan kesehatan umum rawat darurat dikenekan tadf retribiosi
yang diwujudkan dalam bentuk karcis harn atau bukt pembayaran
pelayanan vamg berlaku hagi il _

Pasien rawat dirurat yang membutubken observasi lhih dad & (enam)
jm harus dilakukan di rawat inap, rawat intensif atau dirujuk ke RSUD
vang lebih mampu atas indikasi medik yarng diperlukarn.

Setiap pasien rawat darurat yang membutuhkan obseérvasi, konsultasi,
pemeriksaan penumjang medik danjfatau rehahbilitasi medik dilenakan
tambahan tarif retribusi sesuai dengan jemis pelayanan keschatan yang
diterimarnya.
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Setiap pasien baru rawat jlan maopun rawat darrat dikendkan retribusi
pelavanan adrinistrasi rekam imedik dan kartu pasien vang berlaku
seurmur hidup (single numbering identity).

Bogian Keti
Pelayanan Rawat [nap
Pasal 19

Klasifikagsi akomodasi rawat imap & RSUD sesuai standar sarana dan
fasilitasniya, meliputi :

a Rawst Inap Kelas IiT;

Rawat Inap Kelas I

Rawat Inap Kelas L

Rawat Inap Kdas Utame; dan

Rawat Inap Non Kelag terdiri dari:

1. Rawat Intensif;

2. Rawat Intermediate;

3 Rawet lsolusi; dan

4, Rawat Bayi/ Neonatus/Perinatclogl.

Klasifilkesi sebapgairians dimeksud peda ayat {1) tdak membedalan mutu
pelayanan pembedasn berdasarkan atandar serana dan faailitas masing-
measing kelas perawatean yang ditetapken dengan keputuean Direktur
RSUD. |

Tarf akomodasi dihitung harign tidelke tefmiasuk makan non diet dan diet
pasicn. Besaran makan dist pésien sesual jenis det diklasifikasikain
berdasarkan pasieh. Uimim dan pasien privat.

Pelayanan tawat pulih sadsr tidak diperbolehkan dikerskan biaya
akomodasi dan merupakan hagian darl pelayanan tindakan imedik anestesi
(nembiusan] pada tindakan medik operatif.

Dalam hal pasicn pulih sadar sebagaimand dimaksud peda ayat @) lehih
dari 2 (dual jamm belumn pukh. kesadarannya, maka segeri dilakukan

@ o og

tindakan anestesi [(resusitasi) atau  tindakan medik  lainnya atau

dipindahkan ke Ruang Rawat Intécnsif.
Pasien frawat itnap varg dirawat korang dar 24 [dua puluh empat) jam
karena berbagai sebab, dikenakan terf akemodasi 1 (satu) heri sesuai

kelasnya.
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Tarif retribusl pelayrdnen rawat intensif, invasif dan rawat isolasi berlaku

tarif tunggal (single tarief]-kecuali ade pembeda sarana dan fasilitasnya.

Bayi sehat atau bayi yang dirawat gabung dengan fbunya dikenakar bigye

akomodasi sebesar 2% (lima puluh persen} sesual kelas perawatan yang

ditempati iburiya.

Tarf visite dan konsultasi medik pasien rawsl ingp berdalkn ketentuan

sebagai berilmt

a besaran Tarf visite dibedakan sesuai doktér yang merawaf, meliputi
dokter mum, dolkter spesialis, danfatau dokter spesialis tar

b tarf kongultesi medis di tempat {onsite) dipersamakan dengan besaran
tarif visite sebagaimana dimaksud pada huruf s;

¢ hesdran tarif keonsultasi melahii tipun pa el maksinmel 0% {lima
puluh persen} dar tanf retribusi konsultasi medis di termhpat {on site)
dan

- setiap konsultasi melalui telepon (on cal) harus sepengétaliian atau

mendapal persefiljuan pasien atan keluarganya.
Pasal 20

Pasien miskin yang dijamin Program Jaminan Keschatan Masyarakat
(Jamkesmas), Jaminan Keaehatanr Daerah (Jamkesda), Program lainnya
atal Penduduk tertertn yang dipmin Pernerintah atiu  Pernerintah
Provinsi atau Pernerintah Kabupaten, difempatkan di Kelas II5

Dalam hal Kelas II penuh, maka pasien kategori schagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk sementara ditempatkan di Klas I sampai tempat
tidur lelas IT tersedia dan harus segera dipindahkan,

Pasien dengan penjaminan di lvar vang dijmin sebagaimana dimaksud
ayat (1), apebila pindah kelas & atas kelas yang dijpmin scsiil
poermintaan pasicn, maka waijb menanggung sclisih tarf [(cost sharing)
haik akomodasi maupun tindakan mediknya.

Pasien narapidana yang membutuhkan rawat inep dan tindalan medik,
keamanan dan pembiayaan selama ditawat menjadi tanggung pwab
kepolisiafi, kejaksaan atau keluarga pasien yang bersanglaifan.
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Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Intensif dan Ihvasif
Pusal 21

(i) Jenrs Pelayanan tawat intensil dafi invasif, meliputi

RS

b

-G

d.
e,
f.

Peliyanan rawat intensif di intensive cate unit(ICU §

Pelayanan rewat inténsif jantung di intefisive cardiac cire urnit (ICCUJ;
Pelayénan rawet intensif neonatus d neonatal intesive care umit
(NICU);

Pelayanan rawat intensif amak di pediatric intensif care unit. (PICUY
Pelayanan rawat intensif di high care unit (HCU); dan

Pelayanan invasif (pelayanan epdoskopi dan hemodiglisa).

(2) Tarif pelayanan intensil sehagai berikat :

" K omponen Tari ()
Jehis y=hyl Jasa o | "
Layax JEBE Berans
Pelayanan.
'Pcnunma.n Kessadaran 40 60
Penurunan Keeadaran+ Ventilasl Mekanik: 45 53]
Tanpe. Perurrunar Kesadur an k<) 65
Bagl.en Kelima
Pelayanan Medik
Pusal 22

(1) Pelarranan medik meliputi  visite, konsultasi medik, tinddkan medik
operatif, tindakan medik non operatf, tindakan medik psikiatrik, tindakan
anestesl, rehabilitusi medik dan/atan penunjang medik.

{2) Klasiikasi pelayanan/ tindakan medik meliputi:

2.

b,

pelayanan/tindakan medik Pasien Urmmim frawat inap Kelas I, rasvist
inap Kelas T dan pasien rawat jalan) damn

pelayanan mediktindakan medk pasien privat frawat inap Kelas 1 dan
Kelas Whama)
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Klasifikasi pelayansn sebagaimana dimaksud ayat {1) tidak membedakatn

mutl pelayanan. Perbedaan besaran tanf retribusi karena perbédazsn

perfnintaan pesien privat sesudl hak-hakmya vang lebih bersifat privat

{customized).

Sedap pelayanat miedik dikenakan laril retribusi meliputi konmiponen jpsa

sarana dan jasa pelayanan, berdasarkan : '

a  Kklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2);

b, tingkat profesionalitas tenaga tredik pembeti pelayanan, meliputi
dokter umum, dokter gigi dokter spesidlis ateu dokter spesielis tariug
dan

c. jenis dan klasifikasj tindakan medjk meliputi:

1. tindakan Medik Operatif atau tindakan Medik Non Operatf; dan
2, ketégori urgensirye, meliputi pelayanan medik eleltif tersncana
(non. emergensi) dan tindakan medk gawet darurat (smergensi)

Pagal 23

Peleyenan Tindakan Medik Operetif apabila didamiping opérator Bidang
spesialisnel berbeda. {joint operation) dicenakan tambehen jesa medik
operator malsimal 809% [delapan puluh persen) deri jasa medikk operator
utarne.

Besaran tatrif rétribusi dalam hal terjadi perhiasan operaisi atau opcéréasi
bersama (join aperation) dengan melibatkan operator dari bidang laim,
meika jasa medik operstornye sesual denpun jenis klasifikasi ope rasiya
sedangkan jassll sarananya diperhitungkan sesual klasifikasi operasinya
Dalam hal tindakan inedik operatif memerlukan sejuinlah tindakan medik
operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan cleh tenaga rniedis operater
yang sama, pida waktu yang sama, jasa sarananys diperhilungkarn S&tu
tindakan medik operatif sesuai klasifi kasinya, sedangkan jasi medik
operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yvang dilaloulean,
Tindakan operatif vang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa
medik operatornya disesnaikan dengan perjanjian kerjmsama, sedangkarn
jasa sarana sesuai jenis dan kdasifi kasi operasi yang dilaksanakan,
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Jasa medik tindakan arestesi meksimal 40% {empat puloh persen) ddri
jasa medik eperator atam sesuai kesepakatan internal Dalam hal RSUD
tidak memiliki dokter ancstesi dan tindakan medik anestesi dilakukaii olsh
penata [perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (una
beas persen) dan tanggung-jawab ada pada ténaga medik operator.
Pelayanan/ftindakan medik vang membutuhkan alat kesehatan habis
pakei di luar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jéris
dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan,

Pelayanan keperawatan (oleh Bldan atau perawat) meliputi:

£ pelayenen asithan keperpwatan;

b tindekan kepsrawatan; detn

¢ pelayanan pendampingan ryjukan pasien.

Tindakan keperawatan sebagaimans dimaksud peds ayat (1) houd b

meliputi tindekan keperawatan mandirl dan tindekan keperawaten tugas

limpah, tugas tim kesshatan (kelaborasi)

Tindakan medik yeng dilimpehken sebagai tindekan keperawatan wnigas

limpah sebagaimane dimeksud pada ayat (2) tanggung jawab ada pada

tenaga medik yang memberikan tuges Hmpah.

Khsifikasi asuhan keperawalan sebypaimana dimeksud pada ayat (1)

huruf g, meliputi:

a  asuban keperawatan dasar [minimum nursing care) umtuk lategori
pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;

b. asuhan keperawatan parsial (partial nursing card uniuk kategor
pelayanan 4 sampai dengan & jam per harl;

c. asuhan kcpcrawatan totel (total nursing core) untuk kategori pelayanan
7 sampai dengan 9 fam per hari; dan

d. asuhan kepcrawatan intensif (indensive rnursing corg) untuk kategori
pelayanan lebih dari 9 jam per hari




[ Tarif retribusi ssuban keperawatan sebagaithana dirmaksnd pada ayat (4
bertaku tarif asuhan Reperawatan harian sssuai dengan kelas perawatan
yarg ditémpati dengan ketentuan sehagai berikut :

a Kaﬁ:gﬂﬁ asuhan keperawatan dasar jasa peldyatian keperawatannya
sebesar ¥)%% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;

b  kategori asuhan keperawatan parsial, jesa pelayanan keperawatannys
sthiesar 20% (dua puhth persen) dari blaya akomodasi; dan

¢ kategori asuhan Keperawatan total, jase pelajanan keperawatannya
sebesar 30% (Hga pulub persen) dari biaya akomodasi

() Untuk katégori asuhan kepcrawatan intcnsif, jsa pimmin
keperawatannya sehesar 40% (empat pulubh persen) dari biaya akomodasi
vang akan diatur dalam Perataran Bupati

(73 Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/ nconatus/ perinatologi dan
rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhsn keperawatan tota
berlaku tarif tunggal (single tarie f}

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Medik
Pasal 25

{1} Jenis Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:

a pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;

L. pelayanan pemeriksasan radiodiagnostil; dan

¢ pelayanan pemeriksaan diagnostik elekiromedik, meliputi:
pemeriksaan ulfrtt sonographyy (usg);
pemeriksaan echo/electro cardicgraphy {ecg);
pemeriksaan elektro encelophalography (eeg);
-pemerﬂ-:saan electre nevro muscitlo encephalography ;
pemeriksaan tredmill; dan

6. pemeriksaan elektromedilz Iain,

(2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif retribusi pelayansn,

S

meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3] Tarif layanam pemeriksaan penunjang medik diklasifikasikan dalam pasien
umum (Kelas [ Kelas II dan rawat jalen) dan pelayanan pasien privat
(berasal dari Kelas I dan kelas utama),
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Jasa medik untuk pelayanan penumjang medik dibérlakukan untuk semus
klastikasi pelayanan.

Pelayanan perunjang medik hegi pasien yang tidak sedang dirawat
RSUD diberlakukan sama dengan tanf pelayansn kelas privat

Dalarn hal pelayanan penunjang medik memierlukan tindakan anestesi,
dikemakan tafif retribiusi sesuai tindakan anestes] yang diterima.

Pasal 26

Péelayanan laboratorium klinik, meliputi:

A pelavanan patologi kiinik, terdiri dari :
hematologi;

kimia klinik;

éemlc)gi irmunolog;

parasitologi dan caimn tunth (liguon;
toksikalogi klinik {test NAPZA);

b pelayanan mikrobiologi klinik; dan

c pelayanan patclogi anatomi,

S S O SR

Pemeriltesan laboratorium dihitung per paramcter pemcriksaan.

Dalari hal pemeriksaan laboratorinm  klinilk dalam  bentuk  paket
disclenggarakan dalam pengembangan Madical Check Up disesuaikan
dengan pelayanan privaf sepanjang tidak merugikan kemangan Daerzh,
Tarif refribusi  pcemcriksaan keschatan yang dipimin olth Proeram
iertentu yang dibiayal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau APBD disesuaikan dengan satuan harga yang tercantum
dalam Daftar I[sisn Pelaksanaan Anggaran (DIPA] atau Dokumen
Pelaksans ini Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanazn Perubahan Anggaran
(DPBA)

Pasal 27

Prlayanan radiodiagnostiik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf b d RSUD, metiput:

a. petneriksaan radiologis dengan kontras;

b pemeriksaan radinlogis tanpa kontras; dan

c pemeriksdan radiologis imajing (imaging).




(2)

(3]

(4)

(1)

%

(3}

4

5

Tarif retribusi perneriksasn radiologis dengan kontras terbagi menjpadi 2
jdua) yaitn pemeriksaan kontras bdum termasuk bahan keontras (bahan
kontras diresepkan) dan pemeriksaan kontras sudah termasuk bahan
kontras.

Tarif retribusi pemeriksaan diagnostik elekiromedik wltra soncgraphy
(USG) sudah termasuk gambar coak: hasil {peint o)

B

alam hal  pengulangan  pemeriksaan penunjang medik karena

kesalahan RSUD, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi.

Bagion Kedelapan
Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitagi Mental
Pasal 25

Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:

AU = P T o

pelayanan konsultasi;

pelayanan fisioferapi;

pelay ranan okupasi terapi;

pelaizanan terapi wicars; dun

pelayanan ortotik — prosbetilc
Jerds pekgranan rehabilitasi mental, meliputi ¢
a Pelayanan sosial medik; dan

'b.  Pelayanan konsultasi dan/atan pemeriksaan psikologi.

Setiap pelayvanan rehabilitasi medik dan réhabililasi menlal dikenakan
tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jsa pelayanan.

Tarif .layanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental diklasifikasikan
dalam pasien umum (Kelas IL Kelas I dan rawat jalan), dan pelayanan
pasien privat (berasal dari Kelas [ dan kelas uiama).

Eetentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan terapi wicara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) buaruf (d), terapi artolik prostetik sebagaimans
dimaksud pada ayat (1} hurul ] dan pelayanan sosial medik
sebagaimana dimalsud pada ayat (2 buraf f) akan diatur dalam
Peraturan Bupati



Bagian Xesembilan
Pelayaiian Pengujian Kesehatan (Medical/ General (Heck Up)
Dan Pelayanan Rawat Sebari (One Day Cere)
| Pasal 20

{1] Pelayanan pengujian keschatan (medical/ general check w) meliputi:

a

EauB L =T £ B <

peineriksaan kesehatan cabon jamaah haji;
pemeriksaan kasshatan pasangan calon penganting
pemeriksaan keschatan calon tenaga kKerjs;
pemeriksaan keschatan untuk asurarisi;

pemerikaaan kesehatan untuk keperkian sekolah; dan
paket-paket medical check up sesual Keblutuhan,

(2) Setiap pelayanan pefigijian kesshatan sebegaimana dirmaksud pads ayat
(1} dipungut rerrybusd delamn bentuk paket meliputi pertiériksasn tenage
medik, termasuk retribusl pemarikesan  penumjang  medike
diperhitufigkan sesuai jenis pericriksaan yang dibutuhkan per paket
pelayanan,

(3) Tarif pelayanan pengufian kesshatan sshagai berleut :

yang

Komponen Tarif {%0)
Jenis Layanan C WJasa Jasa

:

ngleiaﬁ Dasar

| Pelayanan

“Pengujian Dasar dan 1 Penunjang

Bormmion Doear 73 Ponmins |

Pengujan Dasar + Lebih deri 2 Penunjang

[ Reterangan Hasil Pengujian /SKBS !

Pembuatan Surat Keterangan Hasil Pf:ngujmn

Lain

Pemeriksaan untul Visurm e Reperturh

3 a_'aa'aaa
3 & |34 8aa




(1)

3)

(1)

(2)

&

()

Pasal 30

Pelayanan  rawat sehaii (oneddy care) diseleriggarakan dalam bentuk
paket pelayanan yang terdiri dari tindaken medik (operatif atau non
operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik
dan akoinodasi rawat sehari

Retribusi tindakan imedik, asuhan/ tindakan medik dan/atan pemeriksaan
penunjong medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang

-diterimarnys.

Tarif retribusi pelayanan rawat sehari [ore day core]l sebagaimana
dimalesud, pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturarn Bupatl.

Bagian Kesepuluh
Pelayunan Transfusi Darah dan Pelayanan Terapi Oksigen
Pasal 31

RBUD  berkewgjiban mclaiduken pongawasan,  pengendalian dan
pengg unaan dareh bagi pasien eecara efelstif dan efisien,

Pelayenan transfusi darah meliputi:

g. pelayanan pemberian tranefusi derah;

b pelayanan penyedicen lebu derah (bank darah); dan

¢ pelayenan aoss match (kesesuaian golorgan darah).

Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai [BAHP) betupa Labu Darah okh
Unit Transfusi Damhbh Daerah dengan barga resmi sesuai dengan vyang
berdakn seat itu '

Jasa sarana pelayanan tarnsfusi darah melipiti pemaksdian sarana
penyimpan darah, penghanpgat darah (blood warmer), Bahan den Alat
Habiz Pakai (BAHP) Dasar dan tidak/belum termasuk penyediaan
transfusi set-nya.

Setiapp pelayanan transiusi darah dikenakan tarf refribusi melipui
komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.



16) Tarif retribusi pelayanan transfusi damh sebagai berikut:

B "~ Kompenen Tarnif (5
Jenis Lay aféan ~ Jasa T
“Jasa Sarana
Pelayanan

'Slﬁ-eeﬁiﬁg- . B =
Fﬁngamhilén ,Penyhnpananfﬁénsﬁﬁrt - - -EE. o &5
Darah
“Pemberian, Trasfa s 3 e ~
Produlsi Fraksi/Komponen Darah 43 60
'Pemantauén fPenanganan Realksi 45 =
Tranafu si

(3

)

3)

4

%)

e

Pagal 22

Pelayanan terapl oksigen yang tnengguneken ges medik sestial dengan

indlicaal medik.
Gas medik untuk Lkeparluan pembadahan dan tindakan anestes
merupakan komponen dari Bahan dan Alat Mabis Pakel (HAHP) Tindakan

Medik Operatif.
Penyediaan Behan dan Alat Hebis Pakei (BAHP) berupa gas medik

penietapan herga disesuaikan harga ges medik yang berlaku szat itu dan
ditetapkan dengan Keputusan Direlztur.

Jasa sarara pemakaian gas medik melipud sewea tabung atau instalasi
sentral pas medik sata sewa pemelkaian manometer.

Jasa pelayanan pemakaian gas medik adaleh jpsa pelayanen bagl petugas
dan perawat yang melayam dan memonitor permnasangan atAu pemakaisn
gas medilke.

Betiap pelayanan térapi oksigen dikeriakan tarif retribusi femasangan
(setihg) mancimeter, kecepatan pemberian se$uai rekomendasi dokter yang
merawat.

Pengukuran pemakaian  gas mwedik  dihitung  berdasarken  persatuan
volume pemalaian sejak manometer dan masker/nasal oksigen dikenalian
pada pasien.




@

Terif pelayenan terapl oksigen sebagai berikat :

Kom ponen Tarif (%

(1]

)

)

)

Jenis Layanan "~ Jasa _ | f
Jasa Sarana

. Pekyarzn

Torapt Clslgen Tebong dngan Nasd | -

Camal

Terapi Oksigen Ta bung dengan Sungkup | 40 T80

Terap Olcsigen Gentral dengan Nesal | 5:1 o

Carmy :

Fempi Olsigen, Cenfral gengan Sumgknp 5 i3 |
Baglan Kesebelas
Pelayanan Farrasi

Pesal 33

Peloyanen farmasi merpakan baglan proses pengobatan vhng menjadi
tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obar dan farmasi kin sesual
kebutuhan  serta melakukan  pengawasan  dar  pengéndalish
penggunaannya.dilaksanakan satu pinto.

Pengelolaan pelayanan farmasi RSUD dikkulan oleh Instalesi Farmasi.
Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a pelayanan konsultasifinformast cbat:

b pelayananfasuban farmas klinik; dan

< Pela}rénan handling sitostatika.

RSUD dapat membentuk Unit Pelayenen Farmasi atan Depo Faiinasi
untuk pelayanan obat, alaf kesehatan habis palzai dan sediaan farmasi
lain di luar komponen tadf retribusi sesual Peraturan Perundangan yahe
berlaki.

Pengelolaan kevangan Depo Farmasi dan penetapan harga eceran tertinggi
jual obat dan sediaan farmasi hinnima sebagaimana dimaksud ayat (4
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



(©)

-

(1)

(3)
(4

(1)

(9

)

()

Sebagian keuntungan dapat. digunakan untuk  pengembangatt  fmutno
pelayanan kesehatan dari pos remunerasi RSUD.

Tarif peliyanan farmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ditetapkan
dalm Peraturan Bupati

Bagian Keduabelas
Palava: Gizi Kinil
Pasal 34

Pelayanan Gizi Klinik adalah rangkaien kegiatan pelayanan gz yang
diberikan kepada. pasen untule memenuhi kebutuhan gizi sesum dengan
penyakitnya.

Pengelolaan pelayanan gz kiiotk dilakukan oleh Instalasi Gizi

Pelayanan Gizi Klinik meliputi konsultasi gizi dan penatann diet.

Tarif layanan Gizl Klink diklesifikesilean delam pesien umum (Kelas I,
Kelas II dan rawat jalan) dan pelayanan -pasien privat (berasal dari Kelas I
detl kelas utama)

Bagian Kctigabelas
Pelayanan Permilassraen Jehezeh
Prsal 35

Setiap pelayanan pemulasaraan jehazah meliputi perawatan, pengawetan,
penyimpanan dan otopsi/bedah jenazah.

Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan farif retribusi sesuai
jenis pelayanannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan

FPelayanan  perawatan jenazah pénjrakif menular terteiitu  yang
membutuhkan pedakuan khusus disesusikan  demgan  kebutuhan
penvediagn alat pelindung did (APD), bahan habis pakai kKhusus tarif
tetribusinya ditetapkan dengan Peraturan Bupatb.

Dalam  hal pemulasaraan Jjenazah  meributuhkan — pemeriksaan
laboratorium dan/atau peti jenazah, akan diperhitiingkan tersendiri
sesuai pelayenan yang diterimanya,

Pelayanan bedah mavat (otopsi) diklasifikasikan dalam :

a tmgkat kondisi jenazah;



(1)

(3)

‘)

b lokasi pelayanan otopsi; dan
c wakin pelaksafiaan ctepsi.

BAB X
PELA YANAN FENDIDIKAN DAN PENELITIAN
Pasal 36

Pdayanan Pendidikan dan Pelatiban & RSUD, melipuati:

a pendampingan Internship, praktek XKlinlk fnahasiswa kedokteraii,
keperawatan dan /atan pendidikan kescliatan Tainoya;

h. praktek ieknis vpkasi dan adminjsttasi peserta pendidikan non
kese hatan;

& pelatihan mandirl {inhouse trairning) yang diselenggarakan RSUD; dan

d studi banding (Benchmorkin} dari Instansi lain,

RSUD dapat melakukan kerjesamna dengan RS Pendidiken dan/etau

Institusi Pendidiken untuk menyeletgrarakan pendidikan dan pelatiban

yang dituengkan delam perjanjian kerjasama.

Pemanfastan RSUD untuk praktek klinik calon tenege kesehatan harus

men jamin keamanan, keselamatan den kenyamanan pasien yang sedehg

ditswat.

Penghitungan tarif layaten pendidikan dan peladhan meliputi Bahan dan

Alat Habis Pekei (BAHP), jasa sarana (instifutional fee) dan jasd pelaydnan

{pembimbing praktek Kinik/ teknis, narasumber).

Bahan alat habis pakai sebagaimana dimeksud pada ayat (4) rﬁe]iputi dan

tak tlerbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril,

penggandaan materi, konsumsi danfatau bahan praktek klinflc

Pelayanan  penelitian  klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan etical clearence dad Panitia Edlk Rumah Sakit dan Direkbar.

Setiap penelidan sebagaimana dimaksud pada ayat (6§ dikenakan tarif

layanan penelitian yang lexdiri dari jasa sarama (institutional fee) dan jasa

pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber),



i

(#) Tatalaksana. dan penetapan taril retrbussi pelayanan pendidikan dan

penelitian sebaggimana dimaksud pada ayat {4) dan ayat {7} ditetapkan
dengan Peraturarn Bupati.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
Bagian Kesatua
Jenis Pelayanan Keschatan lainnya
Pasal 37

(1) Pclayanan keschatan lainnya meliptti :
a pelayanan transportaszi pasicn dan transpottasi jeniazah;
b pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
¢ pelayanan administrasi kcuangan;
d. pclayanan pembakaran sampah medik (incenerator);
& pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga; dan
f. pelayahan sterilisasi dan binatu pihak ketiga

[2) Pengajuan klaim pelayanan kesshalen lhogi pasien pihek keliga
(penjaminan) dikenalkan tambahan biaya adminisirasi maksimal 2,5% (dua
koma lima pérsen} dari tatal klaim atau sesuai dengan  perjenjian
kerjasama,

{3) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimallan sarana
pragarana dan peralatan yang dimilk untuk memberikan pelayanan
pembakaran sampeh medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atza
pelayanan sterilisasi & binatu phak ketisa wang dituangkan dalam
perjanjian kerjasama. ' |

(4 Pelayarian pengolahan limbah rumal sakit/klinik mmelipul pelayanan
limbah cair (IPAL} dah limbah padat yang memerhikan pembakaran
([ncenerator] sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

(5] Pelayanan pembakaran limbah medik (inceneraton diklasifikasikan dalam
limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar. '



) Pelaganan sterilisasi ‘dan  binaty meliputi  pelayanan  sterilisasi
instrumenyalat operaif, alat kesehatan 1ertentu, linen siterl dan peayanen
pencuciar, |

(7) Setiap pelayanan kesehatan lainmya sehagaimana dimaksud pada ayal (1)
dikénakan retribusi melipud jasa sarans dan jasa pelaganan.

Bagian Kedua
Pelayanan Transpormsi Ambulans dan Jenazah
Pasal 38

(1] Untuk memberikan pelayanan kepadn masyarakat, RSUD menyediakan
meobil ambulans dan tnobil jenazah.

(2) Jenis pelayanan transportasi pasien dengan anibulans, diklasifikasiken
dalam :

a. pelayanan ambulans transport
b pelayanan ambulans nuukan; dan
¢ pelayanan ambulans emergency 118.

(3) Pelayanan ambulans transport dan motil jenazah dikenalkan tatip minimal
dabm  kota dengan jarak 5 fime) kilometer (10 km pergipulang)
Selebihnya diperhitungkan setap kKlofmeternya dengan menggunakan
tubel jaralk vang ielah diteluplan melipuli jasa sarana rumali salit den
psa  pelagyanan. Tardf pelayanan  belum  termasule hiaya ol dan
penyeberangan yang diperhitungkan tersendiri.

(4) Besaran tarif pelayanan ambulans transport dan mobil jenasah untuk
kelebihan jarak per kilometer sebagaimena dimaeksud pada ayat (3

etapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Dalam hal ambulans pasien mijukan dan emeigensi 118 membutuhkan
tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping maka jasa
pelayanannya diperhitungkan iersenditi  sesuai  teflaga  kesehatan
pendamping dan jrak tujuan



{6} Besaran tarif pelayanan ambulams fgukan. dan emergensi 118 sebagai
berikut:

"~ Komponen Tarif (%)
JEMis Layanar Jzsa : Jasa
' Pelayanar
Faukan Hendara dan Pelalvahen | 30 B
Layanan Emer gensi 118 Rﬂﬂius. 03 km 35 ' (] )
Leyanan Kmergensi | 118 Radins i atas 3 a0 60
K
Ambiians Home Care Radiie 0-3 ko ) 60 B
Ambilans Home Care di atan 3 ke TR,
Ambulans Jonseah O-3 iom o o | 60
Armibiians jenasan di aias 3 km et IR
Ambulsns Fujuken Baiik 36 60
Bagian Kedua
Pelayanan Rekam Medik

Pasal 39

(1) Pelgyanan rekam medik di RSUD dilaksanekan oleh tensga profizs
perekam keaehatan (medik).

(3 Dalam keterbatasan tenaga prolesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanaekan oleh tenaga administrasi lainnya setelah mendapatkan
pelatihan pengelolaan rekam medik. '

@) Pelayanan rekam medik melipwti pelayanan rekam medik rawat jalan,
rekam medik rawat darurat dan’ ream medik rewat  iep  berhiku
ketentuan sabu pasien setu nomor rekem medk (single numbering
iderity).

[4) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat yang merupsaksn identitss
nothar rekam medik pasien beraku sekali seumur hidup (single numbering
identity).

(5) Pelayanan rekamn medik pasien rawat inep merupakan bagian dar
pelayanan administragi rawat inap yang dikenakan tarif retribusi selzali
sclama dirawat. '




(1)

(2)

te!

(4

PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA
Pasal 40

Pelayanan kesehiatani penjamman pihak ketiga berbeniuk Badah, harus

diatur dalam perjanjiah kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para

pihzk.

Pasien penjaminan helipuiti:

& pelaysnan Pesien Program Jaminan  Kesehatan  masyarakat
hJamkesmasg) dan Jaminan Kesehatun Daerah {(Jamkesda);

b pelayanan pasien Asuransi Kesehatan [ASKES) Pegawai Neger Sipil

(PNS);
c ‘pelayenan pasien Asuransi Keschatan (ASKES) Swasis;
d. pelayanan pasicn Jaminan Sosial Teraga Kerja (JAMSOSTEK]); dan
e. pelayanan pasien perusahaan persercan lainnya.
Dalam hal kerjasamsa pelayanan dengan penjaminan dengan pikiak swasta

besaran taril pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai keésepakalan

bersama sepanjang tidak merugikan keuvangan Daerah,

Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kureng terhadap penerimaan
retribusi pelayanan keschatan penjaminan, maka petnenfaatan dan
pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENQELOLAAN KEUANGAN
Pasal 41

Pengeloldan Keuangan RSUD scbagai FPK-BLUD dilakeariakan gesuat

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang belaku untuk Baden
Layanan Uhmum.

Penerimaan  hingsional hasil retribusi  pelayanan  kesehatan RSUD

 digolongkan sebagai Lainlain Pendapatan Asli Daereh Yang Sah dan

&/

setiap hari disetor bruto ke rekening kas BLUD RSUD di Bank yang
ditunjuk.

Selrrith pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan diginakan secara
langsung melahii mekanisme APBD setiap Tahunnya sesual Peraturan
petundangan yang berlaku |



(4

(3)

(]

]

(1)

Perencanaat anggaran pemeanfaatan penerimeaan sebagaitmana dirpaksud

ayat (1) dicantumkan dalam RBA /RKA RSUD diatur sebagai berilkt :

a. wmaksinal 44% (empat puluh  persen) dialokasikan unfuk jasa

. pelayanan; dan .

b. sckitar 56 % (enam pululi persen) dialokasikan umbiuk belnja
operasional, belanja pemeliidraan danfatau belanija modal sesuai
komponen tarif. |

Proporsi pefencenaan dngearan jasa pelayanan sebsgaimana -dimaksud .

pada dyat {4 huruf gz untuk pelayanan yang di jamin Pemerintah

disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan deh Program tersebut,

Setiap Tehun anggaran Direktur RSUD menetapkan Kebijakan Anggaran

pernanfiaatan pendapatan retribusi berpedoman pala pola sebagajmana,

dimaksud pada ayet (4).

Perencanaan belenja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan

stbagaimena dimaksud ayat {4} merupaken kabtegorl jenis Belanja

Langsung dijaberken delam jenis jenis belanja, meliput:

& Belanja Pegawal, untuk komponen jasa pelayanan;

b Belanja. Brarang/Jasa, untuk komipotien jasa sarand dari tarif retiibusi

herdararkan perhitutigan Baya saruan (unit nost); dan

c. Belanja. Modal, non investasi entara lain dén tidek terbatas wmeul glat
medik setiérhana, komputer, linen, instrumnen set bedah minor yeng
merupakan komponen tarif retribusi

Pemanfaatan jasa pelayahah s€bagaimana dimaksud pada ayat (4 hurf a

dengan sistem remmunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSE
Pasal 42

Tarif Retiibusi ditinjau kemball paling lara 3 {tiga) Tehun sekali

Pehihjauan tarif Retribusi sebagaithana dimaksud pada ayat (1} dilekukan

dengan memperhatikan :

a. indecks harga dan perkembangan perekonoimian; dan

b penambahan jenis pelayanan keschatan yang mampu diselehggaralkan
RSUD.



(3} Peénambahan jenis pelajanan keschatan sébagdimana dimaksud ayat (3
huiuf b discsuailzan dengah mempertimbangkan :
a  keétersediaan tenaga kesehalan terglarha lengga medis spesialis; lenaga
keperawatan dan tensga kesehatan laimya;
b kewenangan dan kompétensi  umiuk  melaksanakan  peldyvanan
v kesehatan sesuai Peraturan Perundangan yeng berlakar
¢ kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesnai standar yang
dirctapktan dan kemampuan pembiayaan Dacrah; dan
d. adanya petmintaan {aeed -demand) masyarakat untuk mendekatkan
(akses) pelsyanan kesehatan yang bermutu dengan tarif reribusi
terjangkau {ability to pay, udllingness to puy)
(4) Penjnjausen mrif Retribusi sehagaimana dimaksnd pada ayaf (1) ditetapkan
dengan Peratiran Bupati.

BAB XV
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 43

Retribusi Pelayanan Kesehatan & RSUD dipungut df wilgyah Kabupaten
Kepulauan Aru

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, KEBERATAN
DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemnungutan
Paszal 44

{1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kutansi dengan périncian bidya
perawatan.

. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi diatur dengan Peraturan. Bupati.




{1

(2

(3)

(4)

{5)

(1]
2]

3

{4}

Bagan Kedua
Penagihan
Pasal 45

Dalermn hai Waib Retribusi tertentu tidaft membayar tepat pada waktunya
atau kurang roembaizar, dikenskan sanksi administratf berupa buriga
sebesar 2 % [dus persen) setiap bulan dari refribusi yang terutang yang
tidak atau kursng dibayar dan diagib dengan menggunakan STRD.
Pengeliaran Sukat tepuranfPeringatan/Surat jain vahg sejenis scbagai
awal tindakan pelaksanasn penaghan Retribusi dikeliatkan segera -
setclah 7 {tujuh) hari sejpk jatuh tempo pembayaran,

Dalamy,  jangka waktu 7 (juh) had  sefelah tenggel Sumat
Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejeniy, Wgjib Retribusi harus
meclunasi Retribusinya yang terutang.

Apabila dalam jangka waktu secbagaimana dimaksud pada ayat (3
retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan
STRD.

Surat teguran/Peringatan fSurat lain yang sejenis dan STRD diterbitkan
aleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara M'embayaran
Pasal 40

Pembaysran Retvitniai teritang haris dilunasi sckaligus.

Retribusi terutang dilunesi selambat-lambainya 30 (tga puluh) hari sejek
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjulnya disinglat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dibkukan dengan
cara lain ke Kas Dacrah melalui tempat pembayarun yang ditunjuk oleh
Eepala Daerah

Eetentuan lebih lanjut mengcnal tata cara pembayaran retribust diatur
dengarn Peraturan Bupall,



(L)

2

(3)

&)

&)

(1)

3)

L)

Bagian Keempat
K.cberatan.
Pasal 47

Waijb Retribusi tertentu depdt mengajulkan keberatan hanya kepada
Bupaii alau pejabat yvang ditumjuk atas SERD atan dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara terhilis dalam Bahasa Indonesia dengan
diserted alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dabum jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan
sejpk tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jka ‘Wajb Retribusi tertentu dapat
memunjukkan bahwa jangka wekiu o tidek dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaanaya.

Keadaan i luar kekuasaamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3
adalah suatu keadaan yang tefiadi di luar kehendak atan kekuassan
Wa jib Retribusi.

Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

FPazal 48

Atas kewenangan yang dimiliki, Bupali dapat memberikan keringanan,
pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokolk
Retribusi dan/atan sanksinya.

Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana- dimaksud ayat
(1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajb Retribusi

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajb Retribusi yang dapat mengajukan
keringanan, pengurangan den pembebasan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dialur dengan Peraturan Bupati.

Pagal 40
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 fenam) bulan sejal tanggal

Surat Keberatan diterima barus memberikan Lkeputusan atas keberatan
yang disjukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebcratan
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Ketentuan  sebagaimena dimaksad pade &wi (1) adalah  unluk
memberikan kepastiari hukum bagi Wagib Retribusi, balwa keheratan
yang didajukan harus diberi keputusan oleh Bupati

Keputusan Bupati ates keberatan dapalt beruipa menerima seluruhinya
atar scbagian, menolak atau mcnambah besarriya Retribusi  yang
teriitang.

Apahila jangksa waktn sehagaimana dimaksud pada ayat {1} telah lewat
den Bupati tidalkt memberi suam kepotusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Tazal S0

Jika  pengajuan  keberatan dikabulkan sebagian atau  selurubnya,
kelehihan pembayaran Refribusi dikembali kan dengan ditambah mbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebuilan untul paling lama 12 (dua belas)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibitung sejak bulan
pelunasan sampat dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 51

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajb Retribusi dapat mengsajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Buypat dalam jangke wektw paling lma 6 fenam) bulan, sejk
diterimanya permohonan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada agaf (1), harus memberikan keputusan.
Apabile jungka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2] telah
dilampati dan Bupati tidak memberikan suatu keputiisan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam janolca walkin palng lama 1 (satt) bulan.

Apabila Wajb Retribusi mempunysi utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagpimana d&imaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi forlcbih dabulu utang Retribusi terse but.
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Pengembalian lkelebjhan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakulkan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLE,

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilalukan setelah
lewdat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua
persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pemnbayaran
Retribusi.

Eetentuann lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan
Peratiiran Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pgsal 55

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwsrss setelah

melampawni wakfu 3 (tige] Talun terhitung sejek saat rerutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi mnelakukan tindak pidanas o bideng

Retribusi,

Kedaluwarsa penagihan Retribusl sebegaimang yang dimslsud pedae. ayat

{1} tertangguh jlca

B diterbitkan Burat Teguren; atau

b ada pengakuan utang Retribuel darl Wajflb Retribusl, balk lengsung
meupun tidak iangsung,

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedahiwarsa penagihan dibltung sejak tangga diterimanya Surat

Teguran. tersebut. '

Pengakuan utang Retribusi secara langsung secbagaimana dimaksud pada

ayaf (@) huruf b adalah Wajib Relribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih memputyai wang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Kabupaten.

Pengakuan wutang Retribusi secama tidak langsung sebagaimana di maksixd

pada ayat {2 hurf b dapat dikztahui deri pengajuan permchonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permchonan keberatan deh

Waijib Retribusi,



Pasal 56

(1) Piutang Retribusi yang tdak mumgkin ditagih lagi karena hak untuk
'rﬁelalmkan penagihan sudah kedahmwarsa dapat dihapuskan,

{2 Penghapusan Piutang Retribisi sebagainrana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupab.

BAB XVEI
SANKS ADMINISTRATIF
Pasal 57

Dalam bhal Wajih Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wakiunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksl administratii berups bunga sebesar 2 %
{dua persen) setiap bulan darn Retribusi yang renitang yang tidalc atau lairang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
EETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Pada sast Pemturian Daerah i ‘berlakn, Reilrdbusi yang masih terstang
berdasarkan Peraturan Dacerah yang ielah ads, masih dapat ditagih selama
jangka waktu 3 {ligg) Talnan terhitung sejak saat terutang,

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pude saat Peraturan Daerah ipl mulail berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulavan Ard Nomor ... Talum 2008 rentang Refribusi Pelayanan Kesehatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku




Pagal 60
Peraturiin Deerah ini mulai berlaku pada tanggal divadangkan,

Agar setiap orarig dapal mengelabuwioya, memerintahkan  pengunddngan
Peratirrari Daesrah ini derpan penempatannya dalam Lembaran Deerah
Kabupaten Kepulauar Ana,

Ditetapkan. di Dobo
pada tanggal 19 April 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada ranggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARV,

thed

MOHAMAD DJUMPA
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